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Pasal 251 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pembatalan 
peraturan daerah melalui Gubernur dan Mentri bertentangan dengan perundang-
undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 24A ayat (1) UUD RI 1945 dan diperkuat 
oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan bahwa didalam undang-undang tersebut yang berwenang 
dalam pengujian peraturan daerah adalah Mahkamah Agung namun pasal 251 
undang-undang nomor 23 tahun 2014 juga memberikan wewenang kepada 
Gubernur dan Mentri sehingga terjadi ketidakpastian hukum. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis 
pembatalan Peraturan daerah melalui Eksekutif Review pada Pasal 251 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan apa akibat hukum 
dari pembatalan peraturan daerah menurut pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014  tersebut. Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian 
normative yaitu dengan teknik pengumpulan data secara library research 
(kepustakaan). Data dilengkapi dengan data primer dari undang-undang nomor 23 
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan data sekunder seperti peraturan 
perundang-undangan, putusan, karya ilmiah serta data tersier menggunakan 
kamus bahasa Indonesia dan diolah dengan metode analisis kualitatif secara 
deduktif. 
 Dari hasil penelitian ini diketahui tinjauan yuridis tentang pasal 251 
undang-undang nomor 23 tahun 2014 bertentangan dengan pasal 24A ayat (1) 
UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang –
undang bukan Gubernur atau Mentri dan diperkuat oleh pasal 9 ayat (2) undang-
undang nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa “dalam hal suatu Peraturan 
Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan 
Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”. Maka akibat 
hokum dari pembatalan perda menurut pasal 251 Undang-undang nomor 23 tahun 
2014 adalah akan terjadi dualisme putusan pengadilan,yakni pengadilan PTUN 
dan pengadilan Mahkamah Agung yang akan menimbulkan ketidakpastian 
hukum. Oleh kerena itu pada tanggal 5 April 2017 Mahkamah Konstitusi 
membacakan putusan bernomor 137/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa 
Gubernur dan Mentri tidak lagi berwenang dalam membatalkan perda Kabupaten 
/Kota yang telah di undangkan dan mengikat untuk umum. 
 
 
 
